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ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Analisis Penegakkan Hukum Pidana Terhadap
Tindak Pidana Membayar Upah Lebih Rendah Dari
Upah Minimum Pada Wilayah Kota Surabaya
Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Rl Nomor : 687/K/Pid.Sus/2012)

NAMA : AA MUHAMAD ZAENUDIN
NPM : 1307350053
KATA KUNCI : Upah minimum, Tindak Pidana,

Pekerja/Buruh,Pengusaha

Upah minimum merupakan hak pekerja yang mana undang-undang
ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha agar membayar upah tidak lebih
rendah dari upah minimum, jika pengusaha membayar upah dibawah
minimum maka hal itu menjadi suatu perbuatan pidana, permasalahan ini
mengemuka dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor
687/K/Pid.sus/2012 dimana pengusaha UD. Terang Suara Tjioe
Christina Chandra dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya secara
pidana karena membayar upah pekerja dibawah upah minimum kota
Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis normatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada bahan
kepustakaan, studi dokumen melalui buku atau literatur. Dengan
memakai teori keadilan, teori kepastian hukum ,dan teori tanggung jawab
hukum sebagai pisau analisisnya.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada awalnya membebaskan
Tjioe Christina Chandra dengan alasan error in persona, nhamun
Mahkamah Agung menilai judex factie telah salah menerapkan hukum
sehingga dalam putusan Kasasi Nomor : 687/K/Pid.sus/2012 Mahkamah
Agung membatalkan putusan tersebut sekaligus memvonis Tjioe Christina
Chandra sesuai tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Putusan Kasasi Nomor :
687/K/Pid.sus/2012 menjadi pelajaran bagi setiap orang agar mentaati
peraturan perundang-undangan yang ada.

Meskipun membayar upah minimum adalah suatu kewajiban untuk
pengusaha tetapi dalam kenyataannya masih banyak pengusaha yang
masih membayar pekerjanya dibawah upah minimum dengan alasan
ketidakmampuan, namun apabila pengusaha tidak mampu sebetulnya ada
cara untuk tidak membayar upah minimum yaitu dengan mengajukan
penangguhan pembayaran upah kepada Gubernur, sehingga alasan
ketidakmampuan dalam membayar upah minimum hanya dibuat-buat saja
demi sebuah pencarian keuntungan yang lebih besar.

Kasus yang dialami oleh Tjioe Christina Chandra sebetulnya tidak
perlu terjadi apabila pengusaha dan pekerja memaksaimalkan forum
musyawarah demi hubungan industrial yang harmonis dan dinamis.
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